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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
atas usulan menteri/pimpinan lembaga. Bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan 
Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 
Kementerian Agama sebagaimana telah disampaikan Menteri Agama melalui Surat 
Nomor B-053/MA/KS.00/03/2021 perihal Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah 
dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri 
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 
4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 
(LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 
Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), 
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah 
Tulungagung pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang 
diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali 
Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa. Tarif 
layanan terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. 
Tarif layanan akademik terdiri atas tarif seleksi ujian masuk, tarif uang kuliah tunggal 
program diploma dan sarjana, tarif program magister, doktoral, dan profesi, tarif 
dana pengembangan institusi, dan tarif layanan akademik lainnya. Tarif layanan 
penunjang akademik terdiri atas tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, 
ruangan, wisma, asrama, dan sarana olahraga, tarif penggunaan peralatan dan 
mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif klinik, tarif laboratorium, tarif 
pelatihan dan konsultasi, tarif penelitian dan pengabdian masyarakat, tarif 
percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan bahasa, tarif perpustakaan, dan 
tarif hak atas kekayaan intelektual. Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri 
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dapat memberikan 
jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan 
Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 
Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama 
manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan Jasa di bidang 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa 



warga negara asmg dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh 
lima persen) dari tarif layanan akademik. Terhadap mahasiswa tertentu dapat 
dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan 
akademik. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam 
Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Kementerian Agama dengan pihak 
pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,  dinyatakan tetap berlaku 
sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2021 dan diundangkan 
pada tanggal 23 November 2021. 

  - Lampiran: halaman 12-14. 

 


